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1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. VISI

3. MISI

4. PRIORITAS NASIONAL

REKAP 1A: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN HUKUM

Terwujudnya Supremasi Hukum Dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mewujudkan

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

1. Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih

KODE

PRIORITAS NASIONAL

ALOKASI 2026 (RIBU)

Total

0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)
01 Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI 1.026.239.089,0
01.01 Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum 3,41
01.02 Indeks Budaya Hukum 0,84
01.03 Indeks Materi Hukum 0,52
02 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi 9.972.676.420,0
02.01 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum 90,40
Total 10.998.915.509,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN




INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE PROGRAM
RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2027 2028 2029
135WA | Program Dukungan Manajemen 33.665.417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 0,0 00| 00| 33.665.417,0 0,0 0,0 0,0
Total 33.665.417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 0,0 00| 00| 33.665.417,0 0,0 0,0 0,0
Jakarta, 03 April 2026
Kepala Badan Strategi Kebijakap Hukum
Andryndrady, A.Md.Im., Grad.Dip.Pa., M.Pa., Ph.D.

NIP. 198002292000021001




REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

2. UNIT ORGANISASI : 12 - Badan Strategi Kebijakan Hukum

3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG

DIDUKUNG

4. PROGRAM

01 - Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

02 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi

Program Dukungan Manajemen

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2026 (RIBU)
Total 0,0
6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)
03 Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum 13.123.165,0
03.01 Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum 67
Total 13.123.165,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN




INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

PRAKIRAAN KEBUTUHAN

(RIBU)
KODE PROGRAM
RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2027 2028 2029
7138 | Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan 20.542.252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0]|20.542.252,0 0,0 0,0 0,0
Hukum
7139 | Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan 8.703.080,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 00| 00| 8.703.080,0 0,0 0,0 0,0
Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
7140 | Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum 692.004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0/ 0,0 692.004,0 0,0 0,0 0,0
7141 | Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum 698.706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0/ 0,0 698.706,0 0,0 0,0 0,0
7142 | Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan 716.401,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0/ 0,0 716.401,0 0,0 0,0 0,0
Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
7143 | Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah 2.312.974,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 00 00| 00| 2.312.974,0 0,0 0,0 0,0
Total 33.665.417,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 00 00| 0,0|33.665.417,0 0,0 0,0 0,0

Andry |

Jakarta, 03 April 2026
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ady, A.Md.Im.
NIP. 198002292000021001

ad.Dip.Pa., M.Pa., Ph.D.




1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN HUKUM
WA - Program Dukungan Manajemen

04 - Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

7138 - Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum

01 - Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)
01 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 225.510,0
01.01 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 100
02 Meningkatnya kepuasan unit eselon Il terhadap layanan dukungan manajemen 20.316.742,0
02.01 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen 3,75
Total 20.542.252,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT NAWACITA | PRIORITAS | PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
/ RINCIAN OUTPUT / PROVINS| | KABUPATEN / NASIONAL | PRIORITAS | PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
KOMPONEN KOTA
01 Terwujudnya tindak lanjut 225.510,0
rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK
01.EBD Layanan Manajemen Kinerja 225.510,0
Internal
01.EBD.Z26 |  Layanan Manajemen 225.510,0
Keuangan untuk Satker
Koordinator Tingkat Unit
Eselon 1/Setara atau Tingkat
K/L
005 - Dukungan 225.510,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 225.510,0
02 Meningkatnya kepuasan unit 20.316.742,0
eselon Il terhadap layanan
dukungan manajemen
02.EBA Layanan Dukungan Manajemen 19.258.884,0
Internal
02.EBA.001 |  Layanan Komunikasi Publik 24.732,0
Unit Badan Strategi Kebijakan
Hukum
005 - Dukungan 24.732,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 24.732,0




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT NAWACITA PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
/ RINCIAN OUTPUT / PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL | PRIORITAS | PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
KOMPONEN KOTA
02.EBA.003 |  Layanan Kerja Sama Unit 5.726,0
Badan Strategi Kebijakan
Hukum
005 - Dukungan 5.726,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 5.726,0
02.EBA.959 |  Layanan Protokoler 18.512,0
005 - Dukungan 18.512,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 18.512,0
02.EBA.962 Layanan Umum 304.047,0
005 - Dukungan 304.047,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 304.047,0
02.EBA.994 Layanan Perkantoran 18.824.772,0
001 - Gaji dan Tunjangan 13.127.040,0
Pusat Pusat 13.127.040,0
002 - Operasional dan 5.697.732,0
Pemeliharaan Kantor
Pusat Pusat 5.697.732,0




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT NAWACITA | PRIORITAS | PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
/ RINCIAN OUTPUT / pROVINS| | KABUPATEN / NASIONAL | PRIORITAS | PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
KOMPONEN KOTA
02.EBA.Z06 |  Layanan BMN untuk Satker 51.481,0
Koordinator Tingkat Unit
Eselon 1/Setara atau Tingkat
K/L
005 - Dukungan 51.481,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 51.481,0
02.EBA.Z08 |  Layanan Organisasi dan Tata 29.614,0
Kelola Internal untuk Satker
Koordinator Tingkat Unit
Eselon 1/Setara atau Tingkat
K/L
005 - Dukungan 29.614,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 29.614,0
02.EBB Layanan Sarana dan Prasarana 480.630,0
Internal
02.EBB.951 |  Layanan Sarana Internal 480.630,0
053 - Pengadaan Peralatan 480.630,0
Fasilitas Perkantoran
Pusat Pusat 480.630,0
02.EBC Layanan Manajemen SDM 152.963,0

Internal




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT NAWACITA | PRIORITAS | PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
/ RINCIAN OUTPUT / PROVINS| | KABUPATEN / NASIONAL | PRIORITAS | PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
KOMPONEN KOTA
02.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM 152.963,0
lingkup
Kementerian/Lembaga tanpa
Satker Vertikal di Daerah dan
Tanpa UPT
005 - Dukungan 152.963,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 152.963,0
02.EBD Layanan Manajemen Kinerja 104.678,0
Internal
02.EBD.00T |  Layanan Dukungan 33.177,0
Manajemen Kinerja
Sekretariat Badan Strategi
Kebijakan Hukum
005 - Dukungan 33.177,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 33.177,0
02.EBD.974 |  Layanan Penyelenggaraan 4.611,0
Kearsipan
005 - Dukungan 4.611,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 4.611,0




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT NAWACITA | PRIORITAS | PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
/ RINCIAN OUTPUT / PROVINS| | KABUPATEN / NASIONAL | PRIORITAS | PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
KOMPONEN KOTA
02.EBD.Z24 |  Layanan Pemantauan dan 41.017,0
Evaluasi untuk Satker
Koordinator Tingkat Unit
Eselon 1/Setara atau Tingkat
K/L
005 - Dukungan 41.017,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 41.017,0
02.EBD.Z31|  Layanan Reformasi Kinerja 25.873,0
untuk Satker Koordinator
Tingkat Unit Eselon 1/Setara
atau Tingkat K/L
005 - Dukungan 25.873,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 25.873,0
02.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 319.587,0
02.FAB.001 Data dan Informasi Digital 4.587,0
Badan Strategi Kebijakan
Hukum
005 - Dukungan 4.587,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 4.587,0
02.FAB.002 |  Sistem Informasi Badan 315.000,0

Strategi Kebijakan Hukum




SASARAN KEGIATAN / LOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT NAWACITA | PRIORITAS | PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
/ RINCIAN OUTPUT / pROVINS| | KABUPATEN / NASIONAL | PRIORITAS | PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
KOMPONEN KOTA
005 - Dukungan 315.000,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Provinsi Kota 315.000,0
DKI Jakarta | Administrasi
Jakarta
Selatan
Total 20.542.252,0
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)
TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
/ RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil 225.510,0 0,0 0,0 0,0
pemeriksaan BPK
01.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/ 225.510,0 0,0 0,0 0,0
Laporan/ Rekomendasi
01.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker 1 | Layanan 225.510,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau
Tingkat K/L
01.EBD.Z26.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Layanan 225.510,0 225.510,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02 Meningkatnya kepuasan unit eselon Il terhadap 20.316.742,0 0,0 0,0 0,0
layanan dukungan manajemen




SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

TAHUN 2026

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
/ RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/ 19.258.884,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen/
Rekomendasi/ Unit
02.EBA.001 Layanan Komunikasi Publik Unit Badan Strategi 1 | Layanan 24.732,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Kebijakan Hukum
02.EBA.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Layanan 24.732,0 24.732,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.EBA.003 Layanan Kerja Sama Unit Badan Strategi 1 | Layanan 5.726,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Kebijakan Hukum
02.EBA.003.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 [ Layanan 5.726,0 5.726,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.EBA.959 Layanan Protokoler 1 | Layanan 18.512,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
02.EBA.959.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Layanan 18.512,0 18.512,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.EBA.962 Layanan Umum 1 | Layanan 304.047,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
02.EBA.962.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Layanan 304.047,0 304.047,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.EBA.994 Layanan Perkantoran 1| Layanan 18.824.772,0 1 1 1 00/ 00| 00
02.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan 1,0 | Layanan 13.127.040,0 13.127.040,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
02.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,0 | Layanan 5.697.732,0 5.697.732,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
02.EBA.Z06 Layanan BMN untuk Satker Koordinator 1 | Layanan 51.481,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L
02.EBA.206.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Layanan 51.481,0 51.481,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Fungsi Unit




SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

TAHUN 2026

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
/ RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
02.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 | Layanan 29.614,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
untuk Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon
1/Setara atau Tingkat K/L
02.EBA.Z08.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Layanan 29.614,0 29.614,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal Unit/ m2/ Paket 480.630,0 0,0 0,0 0,0
02.EBB.951 Layanan Sarana Internal 155 | Unit 480.630,0| 155| 155| 155 0,0 0,0 0,0
02.EBB.951.053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 1,0 | Unit 480.630,0 480.630,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
02.EBC Layanan Manajemen SDM Internal Orang 152.963,0 0,0 0,0 0,0
02.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM lingkup 164 | Orang 152.963,0| 164| 164| 164 0,0 0,0 0,0
Kementerian/Lembaga tanpa Satker Vertikal di
Daerah dan Tanpa UPT
02.EBC.Z10.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 167,0 | Orang 915,9 152.963,0| 167,0| 167,0| 167,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/ 104.678,0 0,0 0,0 0,0
Laporan/ Rekomendasi
02.EBD.001 Layanan Dukungan Manajemen Kinerja 1 | Dokumen 33.177,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum
02.EBD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Dokumen 33.177,0 33.177,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1 | Layanan 4.611,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
02.EBD.974.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Layanan 4.611,0 4.611,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit




Fungsi Unit

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
/ RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
02.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk 12 | Rekomendasi 41.017,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0
Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon
1/Setara atau Tingkat K/L
02.EBD.Z24.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 12,0 | Rekomendasi 3.418,1 41.017,0| 12,0| 120| 120 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker 1 | Layanan 25.873,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau
Tingkat K/L
02.EBD.Z31.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 [ Layanan 25.873,0 25.873,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.FAB Sistem Informasi Pemerintahan Sistem Informasi 319.587,0 0,0 0,0 0,0
02.FAB.001 Data dan Informasi Digital Badan Strategi 1 | Sistem Informasi 4.587,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Kebijakan Hukum
02.FAB.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 1,0 | Sistem Informasi 4.587,0 4.587,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
02.FAB.002 Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan 1 | Sistem Informasi 315.000,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Hukum
02.FAB.002.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 0,0 | Sistem Informasi 0,0 315.000,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Total

20.542.252,0 - - - 0,0 0,0 0,0

C. SUMBER PENDANAAN




INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / JENIS
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU PLN RMP | PDN HIBAH PH | SBSN HN TOTAL
01 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 225.510,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 00| 00 225.510,0
BPK

01.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 225.510,0 00| 00| 00 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0/ 0,0 225.510,0
01.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker 225.510,0 00| 00| 00 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0/ 0,0 225.510,0

Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat

K/L
01.EBD.Z26.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 225.510,0 00[ 00| 00| 00| 00 00| 0,0 00| 0,0 225.510,0
02 Meningkatnya kepuasan unit eselon Il terhadap layanan 20.316.742,0 00 00| 00 0,0 0,0 00( 00 0,0/ 0,0(20.316.742,0

dukungan manajemen

02.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 19.258.884,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0/19.258.884,0
02.EBA.001 Layanan Komunikasi Publik Unit Badan Strategi 24.732,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 24.732,0

Kebijakan Hukum
02.EBA.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 24.732,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 00| 0,0 24.732,0
02.EBA.003 Layanan Kerja Sama Unit Badan Strategi Kebijakan 5.726,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 00 00| 0,0 5.726,0

Hukum
02.EBA.003.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 5.726,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 5.726,0
02.EBA.959 Layanan Protokoler 18.512,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 18.512,0
02.EBA.959.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 18.512,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 18.512,0
02.EBA.962 Layanan Umum 304.047,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0 304.047,0
02.EBA.962.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 304.047,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 304.047,0
02.EBA.994 Layanan Perkantoran 18.824.772,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0| 0,0(18.824.772,0
02.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan Utama 13.127.040,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0| 0,0[13.127.040,0
02.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 5.697.732,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 00| 00| 5.697.732,0
02.EBA.Z06 Layanan BMN untuk Satker Koordinator Tingkat Unit 51.481,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 51.481,0

Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L




INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / JENIS
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN HIBAH PH | SBSN HN TOTAL

02.EBA.Z06.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 51.481,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 00| 0,0 51.481,0
02.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal untuk 29.614,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 00| 0,0 29.614,0

Satker Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau

Tingkat K/L
02.EBA.Z08.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 29.614,0 00| 00| 00| 00| 00 0,0/ 00 0,0/ 00 29.614,0
02.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 480.630,0 00| 00| 00| 00| 00 0,0/ 00 0,0/ 00 480.630,0
02.EBB.951 Layanan Sarana Internal 480.630,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 480.630,0
02.EBB.951.053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Utama 480.630,0 00| 00| 00| 00| 00 0,0/ 00 0,0/ 00 480.630,0
02.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 152.963,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 152.963,0
02.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM lingkup 152.963,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 152.963,0

Kementerian/Lembaga tanpa Satker Vertikal di

Daerah dan Tanpa UPT
02.EBC.Z10.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 152.963,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 152.963,0
02.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 104.678,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 104.678,0
02.EBD.001 Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Sekretariat 33.177,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 33.177,0

Badan Strategi Kebijakan Hukum
02.EBD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 33.177,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 00| 0,0 33.177,0
02.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 4.611,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 00| 0,0 4.611,0
02.EBD.974.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 4.611,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 00| 0,0 4.611,0
02.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker 41.017,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 00 00| 0,0 41.017,0

Koordinator Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat

K/L
02.EBD.Z24.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Pendukung 41.017,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 41.017,0
02.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator 25.873,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 25.873,0

Tingkat Unit Eselon 1/Setara atau Tingkat K/L




INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / JENIS
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU PLN RMP | PDN HIBAH PH | SBSN HN TOTAL
02.EBD.Z31.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 25.873,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 00| 0,0 25.873,0
02.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 319.587,0 00 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 319.587,0
02.FAB.001 Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan 4.587,0 00 00| 00| 00| 00 00| 00 00| 0,0 4.587,0
Hukum
02.FAB.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 4.587,0 00| 00| 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0/ 00 4.587,0
02.FAB.002 Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum 315.000,0 00| 00| 00 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0/ 0,0 315.000,0
02.FAB.002.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 315.000,0 00| 00| 0,0 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0 315.000,0
Total 20.542.252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0|20.542.252,0
Jakarta, 03 April 2026
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum
Andry Ingfady, A.Md.Im., Gfad.Dip.Pa., M.Pa., Ph.D.

NIP. 198002292000021001




REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum
4. KEGIATAN : 7139 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 02 - Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) T';ES:T ALO:(R'T;L§026
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum 8.703.080,0
01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang 95,5
ditindaklanjuti
Total 8.703.080,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN




LOKASI
SASARAN KEGIATAN /
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / NAWACITA
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN | PRoVINsI | KABUPATEN NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOTA
01 Terwujudnya kemanfaatan 8.703.080,0
rekomendasi strategi kebijakan di
bidang pembentukan peraturan
perundang-undangan dan
pembinaan hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan 1.210.492,0
HAM
01.ABD.00T | Rekomendasi Strategi 1.210.492,0
Kebijakan Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan
Hukum
005 - Dukungan 586.541,0
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit
Pusat Pusat 586.541,0
051 - Forum Komunikasi 623.951,0
Kebijakan
Pusat Pusat 623.951,0
01.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif 7.492.588,0
Presiden
01.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif 7.492.588,0
Presiden
ZZ1 - Pemenuhan Prioritas 7.492.588,0
Direktif Presiden
Pusat Pusat 7.492.588,0
Total 8.703.080,0




B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan 8.703.080,0 0,0 0,0 0,0
di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan
dan pembinaan hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Rekomendasi 1.210.492,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan 8 | Rekomendasi 1.210.492,0 9 10 1 0,0 0,0 0,0
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kebijakan
Hukum
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8,0 | Rekomendasi 73.317,6 586.541,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan
01.ABD.001.051 Forum Komunikasi Kebijakan 1,0 | Rekomendasi 623.951,0 623.951,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan
01.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Paket 7.492.588,0 0,0 0,0 0,0
01.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden 1 | Paket 7.492.588,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
01.FAN.ZZ1.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden 1,0 | Paket 7.492.588,0 7.492.588,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 8.703.080,0 - - - 0,0 0,0 0,0
C. SUMBER PENDANAAN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026
KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / JENIS
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH | SBSN | HN TOTAL
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di 8.703.080,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0/ 0,0|8.703.080,0
bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan
pembinaan hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 1.210.492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0]1.210.492,0




INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / JENIS
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH | SBSN | HN | TOTAL
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan 1.210.492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 0,0 0,0 0,0]1.210.492,0
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 586.541,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 00| 00| 586.541,0
01.ABD.001.051 Forum Komunikasi Kebijakan Utama 623.951,0 00| 00| 0,0 0,0 0,0 00| 0,0 00| 00| 623.951,0
01.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden 7.492.588,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0| 0,0|7.492.588,0
01.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden 7.492.588,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0| 0,0|7.492.588,0
01.FAN.ZZ1.2Z1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Utama 7.492.588,0 00| 00| 0,0 0,0 0,0 00| 0,0 0,0| 0,0|7.492.588,0

Total 8.703.080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0|8.703.080,0

Andry Intfrady, A.Md.Im., Grad.Dip.Pa., M.Pa., Ph.D.

Jakarta, 03 April 2026
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

NIP. 198002292000021001




1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN HUKUM
WA - Program Dukungan Manajemen

03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum

7140 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

03 - Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum 692.004,0
01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum yang ditindaklanjuti 95,5
Total 692.004,0
7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN / HOKASI
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / NAWACITA
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN | provins| | KABUPATEN NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN | (RP RIBU)
/ KOTA
01 Terwujudnya kemanfaatan 692.004,0
rekomendasi strategi kebijakan di
bidang pelayanan hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan 450.949,0
HAM




LOKASI
SASARAN KEGIATAN /
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / NAWACITA
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN | provins) | KABUPATEN NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN | (RP RIBU)
/ KOTA
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi 450.949,0
Kebijakan Pelayanan Hukum
005 - Dukungan 450.949,0
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit
Pusat Pusat 450.949,0
01.BMA Data dan Informasi Publik 241.055,0
01.BMA.00T|  Pengukuran Survei Persepsi 241.055,0
Anti Korupsi (SPAK) dan Survei
Persepsi Kualitas Pelayanan
(SPKP) di Kementerian Hukum
005 - Dukungan 241.055,0
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit
Pusat Pusat 241.055,0
Total 692.004,0
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)
TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan 692.004,0 0,0 0,0 0,0
di bidang pelayanan hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Rekomendasi 450.949,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan




TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN | ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum 6 | Rekomendasi 450.949,0 7 8 9 0,0 0,0 0,0
Kebijakan
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6,0 | Rekomendasi 75.158,2 450.949,0 7,0 8,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan
01.BMA Data dan Informasi Publik dokumen/ Peta/ 241.055,0 0,0 0,0 0,0
01.BMA.001 Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan 1 | dokumen 241.055,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di
Kementerian Hukum
01.BMA.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 1,0 | Dokumen 241.055,0 241.055,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Total 692.004,0 - - - 0,0 0,0 0,0
C. SUMBER PENDANAAN
INDIKAS| PENDANAAN TAHUN 2026
KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN JENIS
OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH | SBSN | HN | TOTAL
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di 692.004,0 00 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0| 0,0|692.004,0
bidang pelayanan hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 450.949,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0|450.949,0
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum 450.949,0 00| 00| 00 00| 00 00| 0,0 0,0| 0,0|450.949,0
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 450.949,0 00| 00| 00 00| 00 0,0 0,0 0,0| 0,0|450.949,0
01.BMA Data dan Informasi Publik 241.055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0|241.055,0
01.BMA.001 Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei 241.055,0 00| 00| 00 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0|241.055,0
Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kementerian Hukum
01.BMA.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 241.055,0 00| 00| 00| 00| 00 00| 00 0,0[ 0,0|241.055,0




INDIKAS| PENDANAAN TAHUN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN JENIS
OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH | SBSN | HN TOTAL
Total 692.004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0| 0,0]|692.004,0

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry |

Jakarta, 03 April 2026

ady, A.Md.Im., Grad.Dip.Pa., M.Pa., Ph.D.

NIP. 198002292000021001




1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN HUKUM
WA - Program Dukungan Manajemen

03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum

7141 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

04 - Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum 698.706,0
01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum yang ditindaklanjuti 95,5
Total 698.706,0
7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN / LOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
/ RINCIAN OUTPUT / PROVINS| | KABUPATEN NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN | (RP RIBU)
KOMPONEN / KOTA
01 Terwujudnya kemanfaatan 698.706,0
rekomendasi strategi kebijakan
di bidang tata kelola hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan 528.202,0
HAM




SASARAN KEGIATAN / LOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
/ RINCIAN OUTPUT / pROVINS| | KABUPATEN NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN | (RP RIBU)
KOMPONEN / KOTA
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi 528.202,0
Kebijakan Tata Kelola Hukum
005 - Dukungan 528.202,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 528.202,0
01.BMA Data dan Informasi Publik 170.504,0
01.BMA.001 |  pPengukuran Indeks Layanan 170.504,0
Kesekretariatan di
lingkungan Kementerian
Hukum
005 - Dukungan 170.504,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 170.504,0
Total 698.706,0
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)
TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi 698.706,0 0,0 0,0 0,0
kebijakan di bidang tata kelola hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Rekomendasi 528.202,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan




TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / . SATUAN | ALOKASI 2026 (RIED)
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola 6 | Rekomendasi 528.202,0 7 8 9 0,0 0,0 0,0
Hukum Kebijakan
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 6,0 | Rekomendasi 88.033,7 528.202,0 7,0 8,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Unit Kebijakan
01.BMA Data dan Informasi Publik dokumen/ Peta/ 170.504,0 0,0 0,0 0,0
Data

01.BMA.001 Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di 1 | dokumen 170.504,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

lingkungan Kementerian Hukum
01.BMA.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1,0 | Dokumen 170.504,0 170.504,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Unit
Total 698.706,0 - - - 0,0 0,0 0,0
C. SUMBER PENDANAAN
INDIKAS| PENDANAAN TAHUN 2026
KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN JENIS
OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH | SBSN | HN | TOTAL
01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di 698.706,0 00 00| 00 0,0 0,0 00| 0,0 0,0| 0,0|698.706,0
bidang tata kelola hukum

01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 528.202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0| 0,0|528.202,0
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum 528.202,0 00| 00| 00 00| 00 00| 0,0 0,0 0,0[528.202,0
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 528.202,0 00| 00| 00 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0[528.202,0
01.BMA Data dan Informasi Publik 170.504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0/ 0,0|170.504,0
01.BMA.001 Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di 170.504,0 00| 00| 00 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0[170.504,0

lingkungan Kementerian Hukum
01.BMA.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 170.504,0 00| 00| 00| 00| 00 00| 00 0,0/ 0,0|170.504,0




INDIKAS| PENDANAAN TAHUN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN JENIS
OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH | SBSN | HN TOTAL
Total 698.706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0| 0,0]|698.706,0

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Jakarta, 03 April 2026

drady, A.Md.Im., Grad.Dip.Pa., M.Pa., Ph.D.

NIP. 198002292000021001




1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

REKAP 3A: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN HUKUM
WA - Program Dukungan Manajemen

03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum

7142 - Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan

05 - Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)
01 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum 716.401,0
01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti 95,5

Total 716.401,0
7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN / o PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
KODE E:‘:é:;ﬁ?:;;ﬁgI}L\Eooﬁggﬂgrj PROVINS| | KABUPATEN NAWACITA | NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN | (RP RIBU)
/ KOTA
01 Terwujudnya Kemanfaatan 716.401,0

Rekomendasi Strategi Kebijakan
di Bidang Evaluasi dan Publikasi
Kebijakan Hukum




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / NAWACITA
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN | provINS| | <ABUPATEN NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN | (RP RIBU)
/ KOTA
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan 372.762,0
HAM
01.ABD.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil 372.762,0
Evaluasi Strategi Kebijakan
Hukum
005 - Dukungan 372.762,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 372.762,0
01.BMA Data dan Informasi Publik 343.639,0
01.BMA.001 | Publikasi Jurnal limiah 203.980,0
005 - Dukungan 203.980,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 203.980,0
01.BMA.002 |  Ppublikasi Buku limiah 35.000,0
005 - Dukungan 35.000,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Pusat Pusat 35.000,0
01.BMA.003|  Data dan Informasi Kualitas 104.659,0
Kebijakan Kementerian
Hukum
005 - Dukungan 104.659,0

Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit




LOKASI
SASARAN KEGIATAN /
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / NAWACITA
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN | provins| | KABUPATEN NASIONAL PRIORITAS | PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN | (RP RIBU)
/ KOTA
Pusat Pusat 104.659,0
Total 716.401,0
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)
TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi 716.401,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan
Hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Rekomendasi 372.762,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan
01.ABD.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi 6 | Rekomendasi 372.762,0 7 8 9 0,0 0,0 0,0
Kebijakan Hukum Kebijakan
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 6,0 | Rekomendasi 62.127,0 372.762,0 7,0 8,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Unit Kebijakan
01.BMA Data dan Informasi Publik dokumen/ Peta/ 343.639,0 0,0 0,0 0,0
Data
01.BMA.001 Publikasi Jurnal llmiah 1 | dokumen 203.980,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
01.BMA.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1,0 | Dokumen 203.980,0 203.980,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Unit
01.BMA.002 Publikasi Buku limiah 1| dokumen 35.000,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
01.BMA.002.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1,0 | Dokumen 35.000,0 35.000,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Unit




TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2026 ( :
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01.BMA.003 Data dan Informasi Kualitas Kebijakan Kementerian 1 | dokumen 104.659,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Hukum
01.BMA.003.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1,0 | Dokumen 104.659,0 104.659,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Unit
Total 716.401,0 - - - 0,0 0,0 0,0
C. SUMBER PENDANAAN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026
KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN JENIS
OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH | SBSN | HN | TOTAL
01 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di 716.401,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0(716.401,0
Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 372.762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0|372.762,0
01.ABD.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan 372.762,0 00| 00| 00 00| 00 00| 0,0 0,0 0,0(372.762,0
Hukum
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 372.762,0 00| 00| 00| 00| 00 00| 00 0,0/ 0,0|372.762,0
01.BMA Data dan Informasi Publik 343.639,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0|343.639,0
01.BMA.001 Publikasi Jurnal limiah 203.980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0|203.980,0
01.BMA.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 203.980,0 00| 00| 00| 00| 00 00| 00 0,0/ 0,0|203.980,0
01.BMA.002 Publikasi Buku limiah 35.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0/ 0,0| 35.000,0
01.BMA.002.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 35.000,0 00| 00| 00| 00| 00 00| 00 0,0/ 0,0| 35.000,0
01.BMA.003 Data dan Informasi Kualitas Kebijakan Kementerian 104.659,0 00| 00| 00| 00| 00 00| 00 0,0/ 0,0|104.659,0
Hukum
01.BMA.003.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 104.659,0 00| 00| 00 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0|104.659,0




INDIKAS| PENDANAAN TAHUN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN JENIS
OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH | SBSN | HN TOTAL
Total 716.401,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0| 0,0]|716.401,0

Kepala Badan Strategi Kebijakan Aukum

Jakarta, 03 April 2026

Andry Indrady, A.Md.Im., Grad.Dip.Pa., M.Pa., Ph.D.

NIP. 198002292000021001




1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN HUKUM
WA - Program Dukungan Manajemen

03 - Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum

7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

07 - Kantor Wilayah

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)
01 Ditindaklanjutinya rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah 2.312.974,0
01.01 Persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah 95,5
Total 2.312.974,0
7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN / LOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINS| KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA
01 Ditindaklanjutinya 2.312.974,0
rekomendasi strategi
kebijakan hukum di wilayah
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum 2.019.268,0
dan HAM




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL | PRIORITAS | PRIORITAS | PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi 2.019.268,0
Kebijakan Hukum di
Wilayah

005 - Dukungan 1.631.434,0

Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Unit
Provinsi Aceh | Provinsi Aceh 49.392,0
Provinsi Provinsi 53.575,0
Sumatera Sumatera
Utara Utara
Provinsi Provinsi 50.061,0
Sumatera Sumatera
Barat Barat
Provinsi Riau | Provinsi Riau 50.494,0
Provinsi Provinsi Jambi 53.041,0
Jambi
Provinsi Provinsi 48.867,0
Sumatera Sumatera
Selatan Selatan
Provinsi Provinsi 34.304,0
Bengkulu Bengkulu
Provinsi Provinsi 46.780,0
Lampung Lampung
Provinsi Provinsi 51.708,0
Kepulauan Kepulauan
Bangka Bangka
Belitung Belitung




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA
Provinsi Provinsi 50.476,0
Kepulauan Kepulauan
Riau Riau
Provinsi DKI Provinsi DKI 48.160,0
Jakarta Jakarta
Provinsi Jawa | ProvinsiJawa 48.883,0
Barat Barat
Provinsi Jawa | ProvinsiJawa 48.796,0
Tengah Tengah
Provinsi DI Provinsi DI 47.829,0
Yogyakarta Yogyakarta
Provinsi Jawa | ProvinsiJawa 37.134,0
Timur Timur
Provinsi Provinsi 47.394,0
Banten Banten
Provinsi Bali | Provinsi Bali 47.354,0
Provinsi Nusa | Provinsi Nusa 49.283,0
Tenggara Tenggara Barat
Barat
Provinsi Nusa | Provinsi Nusa 55.465,0
Tenggara Tenggara
Timur Timur
Provinsi Provinsi 51.487,0
Kalimantan Kalimantan
Barat Barat




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA
Provinsi Provinsi 47.957,0
Kalimantan Kalimantan
Tengah Tengah
Provinsi Provinsi 42.605,0
Kalimantan Kalimantan
Selatan Selatan
Provinsi Provinsi 50.940,0
Kalimantan Kalimantan
Timur Timur
Provinsi Provinsi 48.236,0
Sulawesi Sulawesi Utara
Utara
Provinsi Provinsi 50.605,0
Sulawesi Sulawesi
Tengah Tengah
Provinsi Provinsi 53.011,0
Sulawesi Sulawesi
Selatan Selatan
Provinsi Provinsi 47.798,0
Sulawesi Sulawesi
Tenggara Tenggara
Provinsi Provinsi 56.316,0
Gorontalo Gorontalo
Provinsi Provinsi 55.453,0
Sulawesi Sulawesi Barat
Barat
Provinsi Provinsi 50.268,0
Maluku Maluku




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA

Provinsi Provinsi 54.920,0
Maluku Utara | Maluku Utara
Provinsi Provinsi Papua 49.887,0
Papua Barat | Barat
Provinsi Provinsi Papua 52.955,0
Papua

051 - Kegiatan Forum 387.834,0

Komunikasi Kebijakan

di Wilayah
Provinsi Aceh | Provinsi Aceh 11.787,0
Provinsi Provinsi 11.467,0
Sumatera Sumatera
Utara Utara
Provinsi Provinsi 11.527,0
Sumatera Sumatera
Barat Barat
Provinsi Riau | Provinsi Riau 11.095,0
Provinsi Provinsi Jambi 11.752,0
Jambi
Provinsi Provinsi 11.178,0
Sumatera Sumatera
Selatan Selatan
Provinsi Provinsi 11.437,0
Bengkulu Bengkulu
Provinsi Provinsi 11.587,0
Lampung Lampung




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)

/ KOMPONEN KOTA
Provinsi Provinsi 11.040,0
Kepulauan Kepulauan
Bangka Bangka
Belitung Belitung
Provinsi Provinsi 11.832,0
Kepulauan Kepulauan
Riau Riau
Provinsi DKI Provinsi DKI 11.622,0
Jakarta Jakarta
Provinsi Jawa | ProvinsiJawa 11.917,0
Barat Barat
Provinsi Jawa | Provinsi Jawa 11.717,0
Tengah Tengah
Provinsi DI Provinsi DI 11.717,0
Yogyakarta Yogyakarta
Provinsi Jawa | Provinsi Jawa 11.847,0
Timur Timur
Provinsi Provinsi 11.750,0
Banten Banten
Provinsi Bali | Provinsi Bali 11.867,0
Provinsi Nusa | Provinsi Nusa 11.677,0
Tenggara Tenggara Barat
Barat
Provinsi Nusa | Provinsi Nusa 11.867,0

Tenggara
Timur

Tenggara
Timur




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA
Provinsi Provinsi 11.567,0
Kalimantan Kalimantan
Barat Barat
Provinsi Provinsi 11.287,0
Kalimantan Kalimantan
Tengah Tengah
Provinsi Provinsi 11.622,0
Kalimantan Kalimantan
Selatan Selatan
Provinsi Provinsi 12.042,0
Kalimantan Kalimantan
Timur Timur
Provinsi Provinsi 11.790,0
Sulawesi Sulawesi Utara
Utara
Provinsi Provinsi 11.602,0
Sulawesi Sulawesi
Tengah Tengah
Provinsi Provinsi 12.262,0
Sulawesi Sulawesi
Selatan Selatan
Provinsi Provinsi 11.792,0
Sulawesi Sulawesi
Tenggara Tenggara
Provinsi Provinsi 11.429,0
Gorontalo Gorontalo
Provinsi Provinsi 11.895,0
Sulawesi Sulawesi Barat
Barat




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA
Provinsi Provinsi 12.332,0
Maluku Maluku
Provinsi Provinsi 12.362,0
Maluku Utara | Maluku Utara
Provinsi Provinsi Papua 12.447,0
Papua Barat | Barat
Provinsi Provinsi Papua 12.722,0
Papua
01.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 293.706,0
01.AEF.001 Diskusi Strategi Kebijakan 44.537,0
Hukum
005 - Dukungan 44.537,0
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit
Provinsi Aceh | Provinsi Aceh 9.962,0
Provinsi Jawa | Provinsi Jawa 8.995,0
Tengah Tengah
Provinsi Provinsi 10.520,0
Banten Banten
Provinsi Provinsi 15.060,0
Kalimantan Kalimantan
Selatan Selatan
01.AEF.I01 Diskusi Strategi Kebijakan 249.169,0
Hukum
005 - Dukungan 249.169,0

Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)

/ KOMPONEN KOTA
Provinsi Provinsi 4.736,0
Sumatera Sumatera
Utara Utara
Provinsi Provinsi 7.010,0
Sumatera Sumatera
Barat Barat
Provinsi Riau | Provinsi Riau 8.208,0
Provinsi Provinsi Jambi 5.953,0
Jambi
Provinsi Provinsi 9.259,0
Sumatera Sumatera
Selatan Selatan
Provinsi Provinsi 23.175,0
Bengkulu Bengkulu
Provinsi Provinsi 10.805,0
Lampung Lampung
Provinsi Provinsi 6.762,0
Kepulauan Kepulauan
Bangka Bangka
Belitung Belitung
Provinsi Provinsi 8.085,0
Kepulauan Kepulauan
Riau Riau
Provinsi DKI Provinsi DKI 9.658,0
Jakarta Jakarta
Provinsi Jawa | Provinsi Jawa 10.361,0

Barat

Barat




SASARAN KEGIATAN /

LOKASI

KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA | PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA
Provinsi DI Provinsi DI 9.572,0
Yogyakarta Yogyakarta
Provinsi Jawa | ProvinsiJawa 23.434,0
Timur Timur
Provinsi Bali | Provinsi Bali 11.522,0
Provinsi Nusa | Provinsi Nusa 7.613,0
Tenggara Tenggara Barat
Barat
Provinsi Nusa | Provinsi Nusa 3.792,0
Tenggara Tenggara
Timur Timur
Provinsi Provinsi 6.605,0
Kalimantan Kalimantan
Barat Barat
Provinsi Provinsi 10.467,0
Kalimantan Kalimantan
Tengah Tengah
Provinsi Provinsi 7.486,0
Kalimantan Kalimantan
Timur Timur
Provinsi Provinsi 9.398,0
Sulawesi Sulawesi Utara
Utara
Provinsi Provinsi 7.955,0
Sulawesi Sulawesi
Tengah Tengah




SASARAN KEGIATAN / LOKASI
KODE KLASIFIKASI RINCIAN NAWACITA PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN 100 JANJI ALOKASI
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT PROVINSI KABUPATEN / NASIONAL PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN (RP RIBU)
/ KOMPONEN KOTA

Provinsi Provinsi 6.746,0
Sulawesi Sulawesi
Selatan Selatan
Provinsi Provinsi 9.018,0
Sulawesi Sulawesi
Tenggara Tenggara
Provinsi Provinsi 2.002,0
Gorontalo Gorontalo
Provinsi Provinsi 2.587,0
Sulawesi Sulawesi Barat
Barat
Provinsi Provinsi 8.730,0
Maluku Maluku
Provinsi Provinsi 3.732,0
Maluku Utara | Maluku Utara
Provinsi Provinsi Papua 8.840,0
Papua Barat | Barat
Provinsi Provinsi Papua 5.658,0
Papua

Total 2.312.974,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)




TAHUN 2026

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT
KODE VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU
/ RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN VOLUME / . SATUAN | ALOKASI 2026 (RIBD)
TARGET BIAYA (RP RIBU)
2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029
01 Ditindaklanjutinya rekomendasi strategi kebijakan 2.312.974,0 0,0 0,0 0,0
hukum di wilayah
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Rekomendasi 2.019.268,0 0,0 0,0 0,0
Kebijakan
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di 66 | Rekomendasi 2.019.268,0 66 66 66 0,0 0,0 0,0
Wilayah Kebijakan
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 66,0 | Rekomendasi 24.718,7 1.631.434,0 66,0 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit Kebijakan
01.ABD.001.051 Kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan di 33,0 | Rekomendasi 11.752,5 387.834,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
Wilayah Kebijakan
01.AEF Sosialisasi dan Diseminasi orang 293.706,0 0,0 0,0 0,0
01.AEF.001 Diskusi Strategi Kebijakan Hukum 400 | orang 44.537,0 480 560 640 0,0 0,0 0,0
01.AEF.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 400,0 | Orang 11,3 44.537,0| 480,0f 560,0| 640,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
01.AEF.I01 Diskusi Strategi Kebijakan Hukum 2900 | orang 249.169,0 | 3480| 4060| 4640 0,0 0,0 0,0
01.AEF.101.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan 2.900,0 | Orang 85,9 249.169,0 | 3.480,0 | 4.060,0 | 4.640,0 0,0 0,0 0,0
Fungsi Unit
Total 2.312.974,0 - - - 0,0 0,0 0,0
C. SUMBER PENDANAAN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026
KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / JENIS
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN
RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN HIBAH PH | SBSN HN TOTAL
01 Ditindaklanjutinya rekomendasi strategi kebijakan hukum di 2.312.974,0 00| 00| 00 0,0 0,0 00| 00 00| 0,0]2.312.974,0
wilayah




INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / JENIS
RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN KOMPONEN RP PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN HIBAH PH | SBSN HN TOTAL
01.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 2.019.268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0|2.019.268,0
01.ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah 2.019.268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 00 0,0/ 0,0|2.019.268,0
01.ABD.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 1.631.434,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 0,0[ 0,0]1.631.434,0
01.ABD.001.051 Kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan di Wilayah | Utama 387.834,0 00| 00| 00| 00| 00 0,0/ 00 0,0/ 00| 387.834,0
01.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 293.706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0| 293.706,0
01.AEF.001 Diskusi Strategi Kebijakan Hukum 44.537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,01 0,0 44.537,0
01.AEF.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 44.537,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 0,0 00| 44.537,0
01.AEF.I01 Diskusi Strategi Kebijakan Hukum 249.169,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 00| 249.169,0
01.AEF.101.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | Utama 249.169,0 00( 00| 00| 00| 00 00| 0,0 0,0[ 00| 249.169,0
Total 2.312.974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,01 0,0]2.312.974,0
Jakarta, 03 April 2026
Kepala Badan Strategi Kebijakan Huk
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